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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian Di
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Tujuan dalam
penelitian ini untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian daerah Provinsi Sumatera Selatan
pada periode anggaran 2016-2020. Metode penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah
mix method. Data mix method ini didapatkan dengan menggabungkan atau menghubungkan
antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
tingkat kemadirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 ~ 2020 berada
pada kritera sedang atau dinilai cukup mandiri dalam menyelenggarakan pembiayaan dan
kegiatan pemerintahan. Perolehan tingkat rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu
sebesar 74,65%, hal ini didukung oleh aksi aktif BAPENDA dan pihak berkepentingan
lainnya untuk melakukan sidak kepada perusahaan-perusahaan yang belum membayarkan
pajak. Penurunan rasio tingkat kemandirian terjadi pada saat pandemi pada 2020 yang
menyebabkan rasio kemandirian turun hingga angka 57,44%. Instrumen yang mampu
meningkatkan PAD salah satunya berasal dari pajak. Pembangunan infrastruktur yang
terhambat di daerah Provinsi Sumatera Selatan diindikasikan karena anggaran yang kurang
berjalan lancar. Sumber PAD terbesar Provinsi Sumatera Selatan adalah berasal dari pajak
kendaraan, baik kendaraan di darat maupun di perairan/laut.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah; Rasio Kemandirian; Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset; Provinsi Sumatera Selatan.
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ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Local Qwned Income to the Ratio of Independence in
the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province”. The
purpose of this study was to determine the level of regional independence ratio of South
Sumatra Province in the 2016-2020 budget period. The research method chosen in this study
is the mix method. The data mix method is obtained by combining or connecting between
qualitative and quantitative research methods. The results of this study indicate that the level
of financial independence of the South Sumatra Province in 2016 - 2020 is in the medium
criteria or is considered quite independent in carrying out financing and government
activities. The highest ratio gain occurred in 2017 which was 74.65%, this is supported by
the active action of BAPENDA and other interested parties to conduct inspections on
companies that have not paid taxes. The decline in the independence level ratio occurred
during the 2020 pandemic which caused the independence ratio to fall to 57.44%. One of
the instruments that can increase PAD comes from taxes. The hampered infrastructure
development in the South Sumatra Province is indicated because the budget is not running
smoothly. The largest source of PAD in South Sumatra Province comes from vehicle taxes,

both on land and in waters/sea vehicles.

Keywords:  Regional Original Income; Independence Ratio; Financial and Asset
Management Agency; South Sumatera Province.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergantian era pemerintahan Indonesia dari masa Orde Baru ke masa Reformasi
membawa angin segar bagi demokrasi dan pembangunan nasional. Selama 32 tahun rakyat
Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter Soeharto hingga akhirnya terbebas
digantikan dengan masa reformasi yang ditandai dengan perombakan dan restorasi
birokrasi. Adapun salah satu aspek terdampak sebagai produk dari transisi ini adalah
otonomi daerah. Otonomi daerah secara singkat merupakan wewenang suatu daerah untuk
mengurus pemerintahannya sendiri yang didasari oleh asas desentralisasi atau penyerahan
wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah ini bertujuan
agar tiap daerah di Indonesia dapat memanfaatkan dan mengembangkan sumber dayanya

masing- masing tanpa terbelenggu oleh dominansi dari aturan pemerintah pusat.

Kegiatan pemerintahan pada masa Orde Baru berkiblat pada paham sentralisasi, di
mana pemegang kegiatan pemerintahan hanya dilimpahkan kepada pemerintah pusat. Pada
awalnya, sentralisasi ini merupakan hal yang baik karena pemerintah pusat yang memegang
wewenang tertinggi dianggap lebih tahu daripada pemerintah daerah yang berada di
bawahnya. Dengan ini, peran pemerintah pusat yang turut ikut campur setiap urusan
pemerintah daerah adalah semata-mata untuk menjaga stabilitas nasional. Akan tetapi, lama
kelamaan hal ini menyebabkan ketimpangan antara pusat dan daerah di mana rakyat-rakyat

di daerah merasa kurang terdengar aspirasinya. Kemudian dalam hubungannya dengan



pemerintah daerah, keikutsertaan pemerintah pusat ini bukannya menghasilkan kemandirian
daerah justruberakibat pada pemerintahan daerah yang menjadi tidak mandiri dan
bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah menjadi tidak
responsif akan keluhan masyarakatnya karena merasa bahwa itu adalah urusan pemerintah

pusat.

Kemudian, dengan tamatnya masa Orde Baru ini akhirnya menjanjikan masa depan
yang cerah bagi otonomi daerah. Hal ini tercermin dengan masifnya pembentukan daerah
otonomi baru (DOB). Dapat dilihat pada Gambar 1 tentang jumlah DOB yang berkembang

pesat semenjak reformasi.

PERKEMBANGAN DOB DI INDONESIA

M Jumlah Daerah Otonom Provinsi di Indonesia B Kabupaten/ Kota

375 372 382 368 401
542 542 548 548 548

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 1. Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia pada 2016-2020
Sumber: Kemendagri, 2015.

Terbentuknya banyak DOB ini sejatinya adalah trend masa reformasi yang lahir dari
euforia lengsernya Soeharto. Tidak sampai di situ, reformasi birokrasi juga

diimplementasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang



Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seiring berkembangnya waktu, peraturan ini
mengalami banyak perubahan hingga akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dikeluarkannya berbagai regulasi dan peraturan yang menyangkut otonomi daerah
dan desentralisasi fiskal ini sejatinya dimaksudkan agar pemerintah daerah berkesempatan
untuk dapat mengatur kepentingan daerahnya masing-masing sehingga menciptakan
kemandirian keuangan daerah (Gusti dan Gede, 2014). Suatu daerah dapat dikatakan
memiliki kemandirian keuangan jika daerah tersebut menunjukkan kapabilitasnya untuk
membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, membangun dan melayani masyarakat yang
telah membayar pajak, serta adanya retribusi atau pungutan daerah sebagai sumber
pendapatan (Halim, 2002: 128). Selain itu, Halim (2002) juga berpendapat bahwa sejatinya
terdapat 2 karakteristik yang wajib dimiliki sebuah daerah agar dapat disebut layak untuk
melaksanakan kegiatan otonominya sendiri. Pertama adalah kemampuan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggali dan memanfaatkan berbagai
sumber keuangan. Kedua adalah ketergantungan sekecil mungkin terhadap bantuan
pemerintah pusat supaya sumber keuangan terbesarnya ialah bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD). PAD didefinisikan sebagai seluruh penerimaan daerah yang bersumber
dari ekonomi asli daerah tersebut (Abdul, 2014:101). Adapun terdapat 4 jenis sumber PAD,
yaitu pajak daerah, retribusi atau pungutan daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator kemampuan kemandirian



sebuah daerah adalah memiliki PAD yang tinggi. Sejalan dengan ini, Kementerian
Keuangan dalam ringkasan eksekutif terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
APBD juga menyatakan bahwa untuk mengetahui rasio kemandirian daerah, maka harus
dilihat dari rasio PAD dan rasio transfer terhadap total pendapatan daerah. Di mana rasio
kemandirian berbanding lurus dengan rasio PAD dan berbanding terbalik dengan rasio
transfer. Rasio transfer adalah jumlah bantuan berupa dana alokasi umum maupun bentuk
transfer lainnya yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk menjamin
keberlangsungan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu,
tingkat kemandirian daerah yang tinggi dicerminkan oleh rasio PAD tinggi di samping rasio
transfer rendah. Seluruh pendapatan dan pengeluaran daerah untuk menjalankan fungsi
pemerintahannya akan dicatat dalam APBD kemudian diwujudkan dalam bentuk rencana

kerja (PP No. 105 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah memiliki salah satu tujuan untuk mengurangi ketergantungan
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta menaikkan kemandirian daerah. Pada
hakikatnya, jika sumbangan yang diberikan PAD kepada APBD semakin besar, maka
tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat juga akan menjadi
semakin kecil. Hal ini adalah akibat dari penerapan otonomi daerah dalam hubungannya
dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab (Modul PPKN Kelas X, 2020:10). Dengan ini,
seharusnya apabila terjadi kenaikan pada PAD, maka jumlah dana bantuan dari pusat
harusnya akan turun. Bantuan dari pusat semestinya tidak perlu terlalu banyak agar daerah
semakin berupaya untuk meningkatkan mendapatkan PAD sehingga rasio kemandiriannya

ikut naik.

Semenjak sistem desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan, secara



keseluruhan, PAD provinsi Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun
belum naik seluruhnya, hal ini merupakan sesuatu yang patut Kita apresiasi karena telah
menunjukkan upaya kepedulian pemerintah daerah dalam berkontribusi terhadap
pembangunan nasional.

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah yang menunjukkan angka PAD provinsi

keseluruhan di Indonesia dari 2016-2020.

PAD Provinsi di Indonesia dari 2016-2020

2016 201 2018 2019 2020

@ Jumlah akumulasi PAD provinsi di Indonesia (friliun rupiah)

Gambar 2. Jumlah PAD Provinsi di Seluruh Indonesia pada 2016-2020.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2020.

Meskipun secara nasional angkanya bergerak naik-turun, tetapi di beberapa daerah
Indonesia, angka PAD justru meningkat. Terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang angka
PAD-nya bergerak naik, salah satunya adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan
salah satu provinsi yang memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah. Hal ini
menyebabkan Sumatera Selatan berpotensi untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan
tersebut sehingga dapat meningkatkan PAD-nya. Data sebaran PAD provinsi di Indonesia

menyatakan bahwa Sumatera Selatan masuk ke dalam peringkat sembilan PAD tertinggi, dengan



tingkat kontribusi PAD terhadap APBD yang sedang, yakni sekitar 30-50%. Berdasarkan laporan
APBD Sumatera Selatan, tercatat bahwa terdapat kenaikan realisasi PAD pada tahun 2016, 2017,
dan 2018, yang sayangnya kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Adapun
data ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah yang menyajikan data PAD beserta dana transfer

pemerintah pusat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016- 2020.

PAD dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Provinsi Sumatera Selatan pada 2016-2020 (dalam
Triliun Rupiah)
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Gambar 3. Perbandingan Jumlah PAD dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Provinsi Sumatera Selatan pada 2016-2020.
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2020.

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa PAD Sumatera Selatan pada 2016-2020
mengalami fluktuasi. Meskipun begitu, di sisi lain, pendapatan hasil dana transfer
pemerintah pusat terus mengalami kenaikan. Bahkan pada 2016 sampai 2018 di mana PAD
menunjukkan kenaikan, dana transfer juga ikut naik. Hal ini tidak sesuai jika dilihat pada
hubungan rasio kemandirian di mana rasio PAD dengan rasio transfer seharusnya
berbanding terbalik. Fenomena dana transfer yang terus naik ini diiringi dengan PAD yang
semakin turun mendorong penulis untuk melakukan skripsi penelitian yang berjudul,

“Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kemandirian Di Badan Pengelolaan



Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka dapat dirumuskan

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat rasio kemandirian daerah

pada Provinsi Sumatera Selatan pada periode anggaran 2016-2020?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah

untuk mengetahui tingkat rasio kemandirian daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode

anggaran 2016-2020.
D. Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Teoritis
Untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja keuangan daerah ditinjau melalui

tingkat rasio kemandirian daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai rasio
kemandirian daerah dan juga menjadi sarana untuk menerapkan pengetahuan penulis

mengenai rasio kemandirian daerah

b. Bagi Instansi Terkait

Sebagai gambaran dan masukan yang positif bagi pemerintah daerah Provinsi

Sumatera Selatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah



demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah

Bagi Peneliti Berikutnya
Sebagai tambahan pengetahuan dan juga sebagai hasil pembanding terhadap

penelitian keuangan daerah mengenai rasio kemandirian daerah.
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